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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional yang 

merupakan salah satu upaya untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan 

pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik pemerintah 

maupun masyarakat, baik perorangan maupun badan hukum, memerlukan dana 

yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula 

kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebahagian besar dana yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam-meminjam.1 

Pinjam meminjam pada saat ini sudah banyak sekali lembaga-lembaga, 

perusahaan-perusahaan bahkan pribadi-pribadi yang menyelenggarakan pinjam-

meminjam tersebut, diantara perusahaan-perusahaan adalah perbankan baik 

konvensional maupun syariah, baik yang berbadan usaha swasta maupun milik 

negara atau pemerintah daerah (BUMN/BUMD). 

Perbankan pada saat ini merupakan badan usaha yang sudah sangat dikenal 

oleh sebagian besar masyarakat Indonesia bahkan di seluruh dunia. Perbankan tidak 

hanya dikenal sebagai penyimpan dana tetapi juga sebagai penyalur dana. Negara 

Indonesia juga memiliki badan usaha ini untuk menunjang pembangunan di bidang 

perekonomiannya, diantaranya adalah Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia dan 

 
1Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, Muhammad Zuhdi Lubis, Profesi Notaris dan Pejabat 

Pembuat Akta Tanah, Jakarta, Mitra Wacana Media:2018,  hlm.103. 
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Bank Rakyat Indonesia, sedangkan untuk didaerah terdapat Bank-Bank Daerah 

yang didirikan sesuai dengan peraturan daerah masing-masing provinsi. 

Peranan perbankan dalam kemajuan ekonomi sangatlah besar, diantaranya 

menunjang pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang didalam UUD 1945 

adalah infrastruktur yang menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu dengan 

membantu negara dengan memberikan pinjaman lunak dan dengan waktu jangka 

panjang bagi pengusaha yang akan menjalankan proyek-proyek pemerintah.  

Pinjam meminjam merupakan kegiatan yang sama-sama menguntungkan 

baik bagi yang meminjam maupun yang meminjam. Pinjam meminjam ini dalam 

perbankan diatur dan berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku yaitu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 

(selanjutnya disebut dengan UU Perbankan), peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 

Bank Indonesia dan peraturan-peraturan lain yang terkait. 

Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 UU Perbankan, pengertian kredit adalah 

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga”. 

Perjanjian Pinjam meminjam merupakan perjanjian bernama yang diatur 

dalam pasal 1754-1764 KUHPerdata. Pasal 1754 KUHPerdata menyebutkan bahwa 

pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan 
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kepda pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena 

pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan 

sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. 2 

Pemberian pinjam-meminjam (kredit) ini pada suatu Bank merupakan salah 

satu peran Bank dalam menunjang perekonomian rakyat dan pembangunan Negara, 

salah satunya adalah pinjaman dalam jumlah besar kepada Pengusaha atau Badan 

Hukum Indonesia guna membiayai  mega proyek-proyek  yang membutuhkan dana 

besar dan berdampak pada pembangunan strategis dan selain itu juga tidak 

ketinggalan pinjaman kepada Pemerintah Daerah seperti yang pada Pemerintah 

Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dalam rangka pemenuhan kas 

daerah dan pembangunan proyek strategis dan infrastruktur di wilayah Sumatera 

Selatan dan Bangka Belitung. Pemberian pinjaman daerah saat ini menjadi fokus 

utama Pemerintah Daerah yang dimuat dalam mata Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah dan sudah berjalan dan diproses oleh lembaga perbankan 

khsuusnya Bank Bank Umum Milik Daerah (Bank Pembangunan Daerah). Guna 

memenuhi cadangan dana untuk pembangunan daerah, beberapa Pemerintah 

Daerah berupaya mengajukan pinjaman kepada Perbankan khususnya BPD. 

Namun pemberian Kredit yang diberikan oleh Perbankan tersebut terkadang 

terkendala oleh tidak cukupnya persentase modal pada satu Bank untuk melakukan 

pemberian kredit tersebut, dikarenakan dana kredit yang dibutuhkan dalam jumlah 

 
 2 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, 

Pradnya Pratama:2008, hlm. 451 dikutip oleh Riky Rustam, Hukum Jaminan, Yogyakarta, UII 

Press Yogyakarta: 2017. hlm. 65 
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yang sangat besar dan signifikan. Perhitungan kecukupan tersebut dihitung dengan 

persentase maksimum penyediaan dana yang ditetapkan terhadap modal bank. 

Apabila persentase pemberian kredit melebihi Batas Maksimum Pemberian Kredit 

yang selanjutnya disebut (BMPK) yang ditetapkan, maka dapat mengakibatkan 

Bank telah melakukan pelampauan dan atau pelanggaran BMPK yang akan 

berakibat pada sanksi bagi Bank dan mempengaruhi penilaian Tingkat Kesehatan 

Bank. Batasan tersebut oleh pemerintah diatur dalam suatu aturan perundang-

undangan. Peraturan tentang batasan modal Bank dalam pemberian kredit yang 

biasa disebut dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit.  

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur pembatasan tersebut 

adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2019 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 

Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi 

Bank Umum Berdasarkan peraturan tersebut untuk persentase maksimum 

penyediaan dana atau yang disebut dengan BMPK digolongkan sebagai berikut; 

1. Portofolio Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dengan Bank secara 

keseluruhan ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal 

Bank. (Pasal 5) 

2. Penyediaan Dana kepada: a. 1 (satu) Peminjam selain Pihak Terkait; atau b. 

1 (satu) kelompok Peminjam selain Pihak Terkait, ditetapkan paling tinggi 

25% (dua puluh lima persen) dari Modal Inti (tier 1) Bank (Pasal 16) 
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3. Penyediaan Dana Bank kepada BUMN untuk tujuan pembangunan 

ditetapkan paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari Modal Bank. (pasal 

39 angka 1) 

Apabila Bank melakukan pelampauan dan pelanggaran BMPK dan tidak 

menyelesaikan Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK tersebut, sesuai 

dengan Pasal 63 maka bank tersebut akan dikenakan sanksi-sanksi baik dalam 

bentuk sanksi administratif maupun sanksi pidana. 

Atas ketidakmampuan Bank dalam pemberian kredit dikarenakan Batasan 

BMPK tersebut maka sebagai satu pengendalian dikarenakan permodalan Bank 

menyebabkan Bank harus mengajak atau menggandeng Bank lain untuk dapat 

membiayai pinjaman suatu proyek atau pekerjaan baik yang diberikan oleh 

pemerintah maupun yang dialokasikan oleh pemerintah. Terhadap proyek yang 

membutuhkan pinjaman skala besar pada proyek BUMN/BUMD, maka 

dibentuklah persatuan bank-bank yang tergabung dalam sindikasi kredit dalam 

memberikan kredit yang selanjutnya disebut dengan Kredit Sindikasi. Kredit 

Sindikasi (syndicated loan) adalah pinjaman atau kredit yang diberikan secara 

bersama oleh lebih dari satu bank kepada debitur tertentu. 3 

Bank untuk wilayah Sumatera Selatan ada banyak jumlahnya dan banyak 

pula yang ikut berpartisipasi dalam kredit Sindikasi, salah satu Bank yang sudah 

mempunyai portofolio kredit sindikasi dan sebagai peserta Sindikasi Kredit adalah 

 
3  Pengertian kredit sindikasi https://www.simulasikredit.com/apa-itu-kredit-sindikasi/ 

(diakses pada tanggal 25 januari 2022, pukul 21.47 WIB) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pinjaman
https://id.wikipedia.org/wiki/Bank
https://id.wikipedia.org/wiki/Debitur
https://www.simulasikredit.com/apa-itu-kredit-sindikasi/
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PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung atau 

disingkat dan selanjutnya dengan nama Bank Sumsel Babel. Bank Sumsel Babel 

ikut dalam pemberian kredit sindikasi yang merupakan juga penerapan daripada 

misi dan visi Bank Sumsel Babel.  

Visi Bank Sumsel Babel adalah menjadi Bank Terkemuka dan Terpercaya 

dengan Kinerja Unggul Berbasis Layanan Digital, sedangkan misinya adalah ; 

1. Mengelola ekosistem keuangan daerah & mitra bisnis secara terintegrasi dan 

berkelanjutan. 

2. Memberi solusi produk & layanan perbankan dengan pola kemitraan 

berkelanjutan melalui pengembangan kapabilitas sesuai tantangan bisnis. 

3. Menjadi penggerak perekonomian daerah menuju Indonesia sejahtera 4  

Dari visi dan misi Bank Sumsel Babel tersebut berpartipasi untuk memberi 

solusi produk & layanan perbankan dengan pola kemitraan berkelanjutan melalui 

pengembangan kapabilitas sesuai tantangan bisnis, mempunyai komitmen yang 

tinggi dalam bidang perkreditan salah satunya dengan ikut dalam pemberian kredit 

Sindikasi.  Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, diperoleh data bahwa Bank 

Sumsel Babel telah berpartisipasi merealisasikan kredit sindikasi dalam pemberian 

kredit sindikasi per-31 Desember 2022 adalah dalam pembulatan sebesar 

Rp3.091,00 Triliun (tiga triliun sembilan puluh satu miliar rupiah) dari total kredilt 

keseluruhan dalam pembulatan sebesar Rp20,090,00 Triliun  (dua puluh triliun 

 
4https://banksumselbabel.com. (diakses pada tanggal 25 januari 2022, pukul 21.47 WIB) 

https://banksumselbabel.com/
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sembilan puluh miliar rupiah) atau sebesar 15,38%.(lima belas koma tiga puluh 

delapan persen)  termasuk dalam kategori kredit produktif  (sumber : Bank Sumsel 

Babel).  Hal ini menunjukkan bahwa Bank Sumsel Babel sudah berpartisipasi 

penuh dalam pendanaan untuk pembangunan dan perkembangan ekonomi 

Indonesia secara keseluruhan.  

Selain itu juga, Bank Sumsel Babel telah turut berpartisipasi memberikan 

pinjaman bagi Pemerintah Daerah dalam upaya pelaksanaan pembangunan daerah 

dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat serta kebutuhan pembiayaan yang terus meningkat, apalagi di 

era pasca pandemi ini, tidaklah mungkin ditanggung oleh APBD yang ada saat ini. 

Diperlukan sumber daya lain, misalnya pinjaman daerah, dimana secara regulasi 

pemerintah diperbolehkan, untuk menjadi sumber alternatif pembiayaan untuk 

kepentingan daerah. 

Pinjaman daerah dapat menjadi pilihan alternatif daerah dalam mengatasi 

permasalahan keterbatasan pembiayaan pembangunan. Penggunaan dana ini dapat 

untuk membiayai segala proyek dan program pembangunan, baik fisik maupun non 

fisik. 

Adapun landasan ketentuan Pinjaman Daerah adalah Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022  tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
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6757 yang mencabut ketentuan khusus tentang Pinjaman Daerah yaitu.Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279, yang memuat mengenai 

prinsip dasar Pinjaman Daerah, persyaratan pinjaman, sumber pinjaman, jenis dan 

jangka waktu pinjaman, penggunaan pinjaman, prosedur pinjaman, larangan, 

pembayaran kembali dan pelaporan pinjaman daerah dan  mengamanatkan bahwa 

pinjaman daerah bermanfaat untuk membiayai infrastruktur, investasi prasarana, 

hingga sarana daerah dalam rangka pelayanan publik. 

Namun demikian, mengingat pinjaman memiliki berbagai risiko seperti 

risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, 

risiko kurs, dan risiko operasional, maka para pelaku yang terlibat dalam Pinjaman 

Daerah wajib mematuhi batas-batas dan rambu-rambu pinjaman daerah tersebut.  

Dalam melaksanakan pemberian Pinjaman Daerah yang membutukan dana 

besar, selama perhitungan BMPK Bank masih dapat memenuhi ketentuan, maka 

pihak peminjam dalam hal ini Pemerintah Daerah masih dapat diberikan pinjaman 

untuk satu peminjam. Mengingat Pemerintah Daerah memiliki ibukota Provinsi dan 

Kabupaten/Kota yang dapat mengajukan pinjaman mempunyai kesempatan yang 

sama terutama apabila sebagai pemegang kendali dalam 1 (satu) bank yaitu pada 

Bank Pembangunan Daerah, maka pemberian pinjaman dalam golongan satu 

peminjam kemungkinan tidak dapat dipenuhi porsi BMPK bank tersebut yang 

diperuntukkan bagi peminjam Pemerintah Daerah lainnya. Untuk itu maka 
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diperlukan alternative pemberian pinjaman berupa kredit sindikasi yang akan 

melibatkan beberapa Bank pemberi fasilitas dan tunduk dalam satu Perjanjian 

Kredit dalam bentuk perjanjian Pinjaman Daerah yang sudah memuat klausul 

kesepakatan untuk kredit sindikasi atau perjanjian turunan antara para pihak yang 

terlibat dalam perjanjian tersebut yaitu kreditur Sindikasi. Kreditur Sindikasi adalah 

pemberi kredit yang terdiri dari lebih dari satu kreditur.  

Untuk kredit sindikasi Pinjaman Daerah Bank Sumsel Babel bersama-sama 

dengan Bank Pembangunan Daerah Jambi telah menandatangani Perjanjian Kredit 

Sindikasi periode Juli 2022. Bank Sumsel Babel turut berpartisipasi dalam 

pemberian kredit sindikasi ini adalah dengan tujuan sebagai pelaksanaan misi Bank 

Sumsel Babel untuk membantu dalam pengembangan potensi daerah, dan 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya bekerja sama dalam 

pembangunan infrastruktur5 

 Proses Pemberian kredit Sindikasi, sama dengan proses kredit pada biasa 

(lazimnya). Bank dalam menjalankan proses pemberian kredit harus mengacu pada 

3 (tiga) hal yaitu, kehati-hatian, 3 (tiga) pilar Pemberian kredit dan the five C’s of 

credit. 

 

5 https://sumatra.bisnis.com/read/20220718/534/1556377/kredit-sindikasi-bank-sumsel-

babel-dan-bank-jambi-kucurkan-rp200-miliar-untuk-pemkab-batang-hari-bangun-infrastruktur, 

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul "Kredit Sindikasi: Bank Sumsel Babel dan Bank 

Jambi Kucurkan Rp200 Miliar untuk Pemkab Batang Hari Bangun Infrastruktur" (diakses pada 

tanggal 08 April 2023, pukul 21.01 WIB)  

 

https://sumatra.bisnis.com/read/20220718/534/1556377/kredit-sindikasi-bank-sumsel-babel-dan-bank-jambi-kucurkan-rp200-miliar-untuk-pemkab-batang-hari-bangun-infrastruktur
https://sumatra.bisnis.com/read/20220718/534/1556377/kredit-sindikasi-bank-sumsel-babel-dan-bank-jambi-kucurkan-rp200-miliar-untuk-pemkab-batang-hari-bangun-infrastruktur
https://www.bisnis.com/
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Pertama Prinsip kehati-hatian, berdasarkan Pasal 29 angka 3 UU Perbankan 

disebutkan bahwa Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan 

ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, 

rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan 

wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Prinsip 

kehati-hatian ini diwujudkan bank dengan adanya system analisis kredit (penilaian) 

untuk mengkaji kemampuan dan kesanggupan debitur dalam melunasi 

kewajibannya.6 

Kedua sebelum Bank memberikan kredit, maka melakukan analisa tiga 

pilar, berdasarkan pasal 10 POJK Nomor 40 /POJK.03/2019 Tentang Penilaian 

Kualitas Aset Bank Umum, kualitas kredit didasarkan pada prospek usaha, kinerja 

debitur dan kemampuan membayar. 

Ketiga adalah prinsip the five C’s of credit. di dalam menjalankan fungsinya 

ini, maka pemberian kredit harus disesuaikan dengan keyakinan kreditur terhadap 

kesanggupan debitur yang sejalan dengan prinsip the five C’s of credit yang 

meliputi: 

1. Character; sifat-sifat calon debitur). 

2. Capital; apakah calon debitur memiliki modal awal yang cukup untuk 

memulai suatu usaha. 

3. Capacity; perlu dianalisis kemampuan calon debitur untuk melunasi 

hutangnya, apakah usahanya berjalan dengan baik. 

 
6Riky Rustam, Hukum Jaminan, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017, hlm.56. 
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4. Collateral; jaminan yang disediakan calon debitur. 

5. Condition of economy; kondisi perekonomian. 

Tetapi ditambahkan 1 (satu) prinsip lagi yang disebut Constraints ; batasan 

dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada 

tempat tertentu, 7 sehingga menjadi prinsip 5C. Dari prinsip 5 C tersebut, collateral 

(jaminan) merupakan second way out apabila debitur melakukan cidera janji atau 

wanprestasi terhadap perjanjian kreditnya.  

Collateral (jaminan) yang lazim menjadi jaminan adalah barang tetap 

berupa tanah dan bangunan, karena untuk pemberi kredit seperti lembaga 

perbankan penerimaan jaminan biasanya berupa barang tetap, apabila ada barang 

bergerak yang menjadi jaminan hanya sebagai tambahan untuk mencukupi dari 

nilai barang tetap tersebut yang wajib dilakukan pengikatan jaminan kredit baik 

dengan Hak Tanggungan untuk jaminan barang tetap dan fidusia untuk jaminan 

barang bergerak. Jaminan kredit adalah sebagai Second Way Out untuk dapat 

melindungi kreditur agar tidak menderita kerugian yang besar dan sebagai 

pemenuhan dari prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit sindikasi mengingat 

kredit sindikasi merupakan kredit yang membutuhkan dana sangat besar dan 

melibatkan banyak lembaga perbankan dan atau lembaga pembiayaan lainnya. 

Tetapi terhadap pemberian Pinjaman Daerah, tidak dapat diberikan jaminan barang 

dikarenakan terkait ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 

 
7Ahmad Rizki Sridadi, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Departemen Manajemen Fakultas 

Ekonomi Universitas Airlangga, Surabaya, Airlangga University Press: 2009, hlm.188 
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tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah Pasal 4 (3) yang memuat bahwa Pendapatan 

dan/atau barang milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan Pinjaman Daerah.  

Selain permasalahan BMPK terhadap pemberian pinjaman kredit 

Pemerintah Daerah dan pemenuhan agunan barang sebagai second way out yang 

tidak dapat dipenuhi Pemerintah Daerah serta jumlah maksimum kredit Pemerintah 

Daerah tidaklah kecil, sedangkan pinjaman diperlukan oleh Pemerintah Daerah 

sebagai alternative sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah untuk mempercepat 

pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 

maka pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman8, maka bagaimana Pinjaman 

Pemerintah Daerah dan mega proyek-proyek untuk pembangunan strategis dan 

infrastruktur dengan maksimal kredit yang cukup besar dan kredit sindikasi sebagai 

alternatifnya dapat diberikan dengan aman dan melindungi kreditur agar tidak 

melakukan penyimpangan ketentuan dan menderita kerugian yang besar, bahwa 

kredit sindikasi yang mempunyai karakteristik Platform yang besar dan membiayai 

proyek-proyek besar itu biasanya adalah dilakukan oleh bank HIMBARA atau bank 

swasta nasional yang secara BMPK mempunyai kemampuan untuk membiayai, 

namun tidak menutup kemungkinan bank-bank pembangunan daerah pun dapat 

berpartisipasi dalam pembiayaan kredit sindikasi, seperti yang dilakukan pada Bank 

Sumsel Babel sebagai bank pembangunan daerah yang turut membiayai 

pembiayaan-pembiayaan kredit sindikasi, oleh karena itu penulis tertarik untuk 

 
8 https://djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=328, (diakses pada tanggal 18 Januari 2022, pukul 

14.59 WIB) 

https://djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=328
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dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : "Prinsip Kehati-hatian 

Sebagai Dasar Pemberian Kredit Sindikasi Dalam Pemenuhan Ketentuan 

Batas Maksimum Pemberian Kredit (Studi Kasus Pada PT Bank 

Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti 

dalam penulisan tesis ini adalah: 

1. Bagaimana Konstruksi Hukum Kredit Sindikasi? 

2. Bagaimana Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Kredit Sindikasi Yang 

Memenuhi Prinsip Kehati-hatian?  

3. Bagaimana Upaya Penyelesaian Mengatasi Bila Terjadi Wanprestasi Pada 

Kredit Sindikasi? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

a. Manganalisa Konstruksi Hukum Kredit Sindikasi. 

b. Menganalisa Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Kredit Sindikasi Yang 

Memenuhi Prinsip Kehati-hatian. 

c. Menganalisa dan Mengevaluasi Upaya Penyelesaian Mengatasi Bila 

Terjadi Wanprestasi Pada Kredit Sindikasi. 

2. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat Teoretik 
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Melalui penelitian ini, diharapkan mendapatkan pengetahuan lain 

mengenai konsep pemberian kredit yang selama ini lazim digunakan 

sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan hukum perbankan 

mengingat dengan berkembangnya zaman banyak sekali jenis-jenis produk 

kredit yang dapat muncul yang harus tetap memenuhi peraturan hukum 

yang berlaku di Indonesia. 

Selain itu juga untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan 

pelaksanaan kredit sindikasi, sehingga akan diperoleh keyakinan 

berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa pemberian kredit sindikasi 

dapat diberikan dan mempunyai kekuatan dan perlindungan serta kepastian 

hukum terhadap para pihak terkait kredit sindikasi yang diberikan. 

b. Manfaat Praktik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

kepercayaan kepada semua pihak khususnya PT. Bank Pembangunan 

Daerah Sumatera Selatan, Bank kreditur sindikasi, Pemerintah serta 

nasabah dan masyarakat umumnya atas pemberian kredit sindikasi. 

1) PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi perlindungan dan kepastian 

hukum bagi PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka 

Belitung sebagai salah satu peserta kredit sindikasi yang telah memenuhi 

prinsip kehati-hatian sesuai peraturan hukum terkait kredit. 

2) Kreditur Sindikasi 
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Pemberian kredit Sindikasi yang sehat dan aman akan memberikan 

kepercayaan bagi Bank pelaksana/pengelola kredit sindikasi yang disebut 

Lead sehingga akan meningkatkan portofolio kredit Kreditur Sindikasi 

sehingga diharapkan dapat tercapainya kesejahteraan sebagai tujuan akhir 

bersama pihak terkait kredit sindikasi. 

3) Pemerintah, nasabah dan masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah, 

nasabah dan masyarakat yang berdampak luas pada peningkatan 

perekonomian masyarakat, peningkatan pendapatan daerah dan ditambah 

dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja terutama pada proyek 

pembangunan infrastruktur daerah. 

D. Kerangka Teori  

1. Kerangka Teori 

Teori hukum yang akan diangkat dalam pembahasan permasalahan-

permasalahan di dalam penelitian ini akan menggunakan teori-teori yang terbagi 

menjadi grand theory (teori dasar), middle range theory dan applied theory yang 

akan mengkaji teori-teori hukum yang berlaku dibidang hukum yang dikaji. 

a. Grand Theory 

1) Teori Perlindungan Hukum 

Teori Perlindungan Hukum ini dikemukakan oleh Salmond yang 

berasal dari Teori Hukum Alam. Salmond mengatakan dalam Teori 

Perlindungan Hukum, bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan 
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mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam 

suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu 

hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain 

pihak.9  

Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan 

manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan 

kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.10 Pada hakikatnya 

terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang 

dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban 

yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, 

sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan 

kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat 

diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang 

akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga 

yang bersangkutan merasa aman.11 

Terhadap pembiayaan kredit sindikasi ini telah diatur dalam 

perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam perjanjian dan perikatan 

jaminannya. Sehingga hak dan kewajiban para pihak diatur dengan jelas 

dalam perjanjian dan Negara menjamin melalui lembaga perikatan yang 

 
9Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti:  2000, hlm. 53.  
10 Ibid, hlm. 63. 
11 Maria Alfons, Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk 

Masyarakat Lokal dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Ringkasan Disertasi Doktor, 

Malang, Universitas Brawijaya: 2010, hlm. 98. 
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berlaku di Indonesia, sehingga tercipta perlindungan hukum perjanjian 

kredit sindikasi. 

Bentuk perlindungan para pihak dalam peraturan perundang-

undangan yaitu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur 

diawali melalui proses pengikatan perjanjian kredit dengan jaminan hak 

tanggungan, yaitu dengan membuat perjanjian kredit dengan klausula-

klausula pemberian hak tanggungan. Pengikatan jaminan hipotek 

merupakan perjanjian turunan setelah perjanjian pokok. UUHT Pasal 10 (1) 

menyatakan: pemberian hak tanggungan didahului dengan janji untuk 

memberikan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan tertentu yang 

dituangkan didalam perjanjian dan merupakan bagian tak terpisahkan dari 

perjanjian utang piutang yang bersangkutan atau perjanjian lainnya yang 

menimbulkan utang tersebut. Perlindungan hukum nasabah bank sebagai 

konsumen (debitur), Yang mencakup adanya perjanjian kredit atau 

pembiayaan bank yang merupakan perjanjian standar (standard contract). 

Rasio diundangkan UUPK adalah untuk menyeimbangkan daya tawar 

konsumen dengan pelaku usaha dan mendorong pelaku usaha untuk 

melakukan kegiatannya secara jujur dan bertanggung jawab. UUPK 

mengacu pada falsafah pembangunan nasional, yaitu pembangunan 

nasional, termasuk penetapan undang-undang untuk melindungi konsumen, 

yaitu pembangunan bangsa Indonesia dalam konteks falsafah negara 

Republik Indonesia, dasar negara Pancasila dan UUD 1945. 
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2) Teori Kemanfaatan 

Tesis ini menggunakan Teori Kemanfaatan, kemanfaatan disini 

diartikan sebagai kebahagiaan (happiness/utilitarianisme), sehingga 

penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung 

kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau 

tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum 

(peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan 

tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyakbanyaknya 

bagi masyarakat. Teori ini yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham 

sebagai Grand Theory. Menurut Jeremy Bentham, hukum harus dibuat 

secara utilitarianistik, melihat gunanya dengan patokan-patokan yang 

didasarkan pada keuntungan, kesenangan, dan kepuasan manusia, dalam 

hukum tidak ada masalah kebaikan atau keburukan, atau hukum yang 

tertinggi atau yang terendah dalam ukuran nilai. Hukum yang semacam itu 

dicapai dengan mengunakan seni dari legislasi atau seni perundang-

undangan, yang memampukan kita untuk meramalkan hal mana yang akan 

memaksimalkan kebahagiaan dan meminimalkan kepedihan (kesengsaraan, 

sakit) dalam sebuah masyarakat. Juga dengan menggunakan ilmu 

perundang-undangan (the science of legislation) yang berkaitan dengan 

penciptaan hukum yang effective dan adeguate (setimbang). 12 

 
12Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang. Pengantar ke Filsafat Hukum. Jakarta, 

Kencana : 2008, hlm. 62-63 
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Prinsip utilitarian Bentham memahami kebahagiaan terbesar dari 

jumlah orang terbesar. Prinsip kegunaan harus diterapkan secara kuantitatif, 

karena kualitas kesenangan selalu sama, sedangkan aspek kuantitasnya 

dapat berbeda-beda. Dalam pandangan utilitarisme klasik, prinsip utilitas 

adalah kebahagiaan terbesar dari jumlah terbesar (the greatest happiness of 

the greates number of people). 13 Bentham berpendapat bahwa keberadaan 

Negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang 

hakiki, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.14 

Dalam tesis ini, pemberian kredit akan memberikan dampak 

kenyamanan pada seluruh pihak dan lapisan masyarakat, dikarenakan 

pemberian pinjaman daerah melalui kredit sindikasi ini akan bermanfaat 

untuk masyarakat, pemerintah akan mendapatkan peningkatan 

perekonomian masyarakat, peningkatan pendapatan daerah dan ditambah 

dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja disertai pelaksanaan kredit 

sindikasi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku sehingga memberi 

kepastian dan perlindungan hukum yang baik kepada para pihak terkait 

pembiayaan kredit sindikasi. 

 

 

 
13 Jeremy Bentham, dalam Muhammad Erwin dan Amrullah Arpan, Filsafat Hukum 

Renungan Untuk Mencerahkan Kehidupan Manusia di Bawah Sinar Keadilan, Palembang 

Universitas Sriwijaya: 2007, hlm 42 
14Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Jakarta, Sinar Grafika: 2010, hlm.59 



20 

 

 
 
 
 

 
 

 

b. Middle Range Theory 

Middle range theory yang digunakan di dalam penulisan tesis ini adalah 

teori kepastian hukum dan perlindungan hukum 

1) Teori kepercayaan (vertrouwenstheorie) 

Penelitian tesis ini mengunakan teori kepercayaan 

(vertrouwenstheorie) mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat 

pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang 

menawarkan.15 

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani “Credere” artinya 

kepercayaan atau dalam bahasa latin “Creditum” berarti kepercayaan atau 

kebenaran. Oleh karena itu dasar dari kredit adalah kepercayaan.16 

2) Teori Kepastian Hukum 

Teori Kepastian Hukum ini dikemukakan oleh Utrecht. Menurut 

Utrecht, hukum bertugas menjamin adanya kepastian hukum (recht 

zekerheit) dalam pergaulan manusia dan hubungan-hubungan dalam 

pergaulan kemasyarakatan. Hukum menjamin kepastian pada pihak yang 

satu terhadap pihak yang lain. Van Apeldoorn juga sependapat di mana 

dengan adanya kepastian hukum berarti ada perlindungan hukum. 

 
15Mariam Darus Badrulaman, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soepraptomo, Faturrahman 

Taryana Soenandar,  Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung, PT Citra Aditya: Cetakan I, 2001, hlm 

4. 
16Thamrin Abdullah, Bank dan Lembaga Keuangan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada: 

2012, hlm.26 
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Kepastian hukum dalam pemberian kredit sindikasi adalah 

peraturan-peraturan dari sudut pandang hukum yang melandasinya 

dikaitkan dengan teori ini adalah bahwa atas pelaksanaan kredit sindikasi 

yang tertuang dalam perjanjian kredit sindikasi dan perjanjian perjanjian 

accessoir lain yang memberikan kepastian dalam pengembalian kredit 

apabila debitur wanprestasi. 

c. Applied Theory 

Teori yang digunakan dalam penulisan ini adalah Applied theory berupa 

teori perbankan, teori perjanjian kredit dan teori jaminan.  

1) Teori Perbankan 

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, 

mencakupkelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan prosesmelaksanakan 

usahanya. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan 

demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian.17 

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur 

dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan 

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan 

pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas 

nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan 

memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai penunjang kelancaran 

 
17 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media 

Group, 2013, hlm. 7. 
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sistem pembayaran, pelaksanaan kebijakan moneter dan pencapaian 

stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, 

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.18 

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada 

masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian agar 

masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan 

memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si 

penyimpan.19 

Sedangkan menurut Prof. G.M. Verryn Stuart, bank adalah suatu 

badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-

alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang 

lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang 

giral. 20  Kemudian menurut A Abdurrachman, bank adalah suatu jenis 

lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti 

memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap 

 
18 Ibid hlm 7-8. 
19 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 

2005, hlm. 25. 
20 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm. 11 
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mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, 

membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain. 

Dalam perbankan memiliki karakteristik diantaranya sebagai 

berikut : 

a) Intangilbility (tidak berwujud) : Pelayanan jasa perbankan tidak 

dapat diraba, dilihat dan dipajang. 

b) Inseparability (tidak dapat dipisahkan) : Jasa perbankan tidak 

dapat dibuat terlebih dahulu baru dikonsumsi tetapi, harus 

dilakukan pada saat yang bersamaan. Proses produksi terjadi 

pada saat yang sama dengan proses konsumsi. Pelayanan jasa 

perbankan baru dapat dilakukan bila ada kehadiran dari personel 

bank terserbut. Akibatnya, pengendalian kualitas (quality 

control). 

c) Variability (keanekaragaman) : kualitas pelayanan jasa 

perbankan memiliki tingkat keragaman yang tinggi tergantung 

dari empat, waktu dan orang yang melakukannya. Variabilitas 

yang tinggi terjadi karena jasa perbankan sangat bergantung dari 

manusia.  

d) Pherisibility (mudah rusak) : data tidak dapat disimpan karena 

proses produksi terjadi pada saat konsumsi. 
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2) Teori perjanjian kredit 

Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian pendahuluan dari 

penyerahan uang. Perjanjian uang ini merupakan hasil permufakatan antara 

pemberi dan penerima jaminan mengenai hubungan-hubungan hukum 

antara keduanya. Jadi perjanjian tersebut merupakan pemberian jaminannya 

uang antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur, dimana 

dalam perjanjian ini bank sebagai pemberi kredit percaya terhadap 

nasabahnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana yang telah disepakati 

akan dikembalikan/dibayar secara lunas. Perjanjian kredit dalam sektor 

perbankan dikategorikan sebagai perjanjian principal dimana jaminan 

merupakan assesornya dan bersifat riil 21 

Dalam hukum perjanjian, terdapat beberapa asas fundamental yang 

menjadi pelaksanaan berbagai jenis perjanjian termasuk kredit. adalah 

sebagai berikut: 22 

a) Asas Itikad Baik/ Good Faith Principle. Menurut Pasal 1338 ayat (3) 

KUH Perdata dinyatakan bahwa perjanjian itu harus dilakukan dengan 

itikad baik. Dengan kata lain, setiap orang atau badan hukum/ subyek 

hukum yang ingin mengadakan perjanjian harus mempunyai itikad baik. 

Asas ini merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi salah satu 

 
21  Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Edisi Pembaharuan. Kencana 

Prenada Media Group: Jakarta. 2009 Hlm. 71 
22  Ibid. Hlm. 71 
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pihak yang mempunyai itikad baik dalam perjanjian baik dalam waktu 

pembuatan perjanjian maupun pada waktu pelaksanaan perjanjian.  

b) Asas Konsensualisme. Asas ini mempunyai arti yang terpenting yakni 

dalam melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya suatu 

syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan 

bahwa perjanjian tersebut telah dilahirkan pada saat telah tercapainya 

suatu kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian 

tersebut. Dengan demikian suatu perjanjian telah sah ketika syarat-

syarat yang ada dalam pasal 1320 KUH Perdata tersebut telah dipenuhi 

dan lahir ketika para pihak telah mengucapkan kata sepakat. 

c) Asas Kebebasan Berkontrak. Asas ini menjelaskan bahwa setiap subyek 

hukum memiliki kebebasan dalam mengadakan suatu bentuk perjanjian 

apa saja maupun perjanjian yang telah diatur dalam undang-undang. 

Perbuatan tersebut mengasumsikan bahwa adanya suatu kebebasan 

tertentu di dalam masyarakat untuk dapat turut serta di dalam lalu lintas 

yuridis. Dengan kata lain, kebebasan berkontrak adalah bersifat 

essensial baik bagi individu untuk mengembangkan diri di dalam 

kehidupan pribadi dan di dalam lalu lintas kemasyarakatan serta untuk 

mengindahkan kepentingan-kepentingan harta kekayaan, maupun bagi 

masyarakatnya bagi suatu kesatuan.  

d) Asas Pacta Sunt Servanda. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata 

menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
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sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya para 

pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati 

sebagaimana mentaati undang-undang. Oleh karena itu, akibat hukum 

dari asas pacta sunt servanda adalah perjanjian tidak dapat ditarik 

kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini disebutkan dalam 

Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata yaitu suatu perjanjian tidak dapat 

ditarik kembali selain dengan sepakat dua belah pihak, atau karena 

alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup.  

e) Asas Kepribadian. Asas ini berhubungan dengan subyek yang terikat 

dalam suatu perjanjian. Asas kepribadian dalam diatur dalam pasal 1340 

ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya 

berlaku antara pihak yang membuatnya. Ketentuan mengenai asas ini 

ada pengecualiannya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1337 KUH 

Perdata yaitu dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak 

ketiga, bila suatu perjanjian dibuat untuk diri sendiri atau suatu 

pemberian kepada orang lain. 

Pada kredit sindikasi, Perjanjian Kredit yang merupakan 

dokumen paling penting merupakan kesepakatan mengenai syarat-

syarat dari pemberian kredit itu antara bank-bank pemberi kredit dan 

calon debitur serta diatur mengenai hak, kewajiban dan kewenangan 

para pihak serta dari pihak agent yang ditunjuk dan apabila para phak 
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bersengketa maka perjanjian kredit sindikasi ini merupakan rujukan 

para pihak bila terjadi beda pendapat. 

3) Teori Jaminan 

Jaminan atau yang lebih dikenal dengan agunan adalah harta benda 

milik pihak ketiga atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika 

terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga. Jadi pihak ketiga yang telah 

terikat, mempunyai kewajiban untuk membayar. Jaminan tidak hanya 

bersifat materil misalnya bangunan, tanah kendaraan, tetapi juga bersifat 

immaterial misalnya jaminan perorangan.23 

Menurut Hasanuddin, jaminan merupakan tanggungan yang 

diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kreditur karena pihak debitur 

mempunyai kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya 

dalam suatu perikatan, sehingga pihak yang telah melakukan pemberian 

kredit kepada pihak debitur, maka debitur harus mengembalikan atau 

memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan, apabila 

pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya maka pihak kreditur bisa 

menahan jaminan tersebut. 

Pada kredit sindikasi dengan jumlah maksimum kredit yang cukup 

besar, apakah dimungkinkan untuk diserahkannya jaminan yang berbentuk 

barang bergerak maupun barang tidak bergerak terutama kredit sindikasi 

 
23Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarata, PT Gramedia 

Pustaka Utama: 2003. hlm. 281 
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Pinjaman Daerah yang dengan tegas adanya larangan Pemerintah Daerah 

untuk mengagunkan harta milik daerah untuk dijaminkan termasuk 

pendapatan daerah debitur sindikasi dikarenakan dalam ketentuan Pinjaman 

Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022  tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022  tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

Pasal 160 (2), menyebutkan; “Barang milik Daerah tidak dapat dijaminkan 

atau digadaikan untuk mendapat Pembiayaan Utang Daerah”. Terhadap 

agunan kredit yang sulit untuk dipenuhi merupakan dilema yang dihadapi 

oleh para kreditur sindikasi. Dalam hal ini maka yang diperlukan adalah 

kepercayaan bank kepada kemampuan membayar nasabah/debitur dengan 

melalui analisa sumber pengembalian kredit dan mengencangkan prinsip 

kehati-hatian dalam pemberian kredit/ Seperti dalam ketentuan Pinjaman 

Daerah tersebut telah menjamin bahwa Pinjaman Daerah tersebut dapat 

memberi keamanan dan kepastian dalam pembayaran kewajiban pinjaman 

yang sudah dimuat dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah dan para pihak wajib mematuhi ketentuan-ketentuan terkait dalam 

pelaksanaan Pinjaman Daerah sebagaimana Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2022  tentang Hubungan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain itu untuk Bank sebagai 

kreditur melakukan mitigasi terkait adanya risiko kewajiban pinjaman yang 
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tertunda karena ketentuan Pemerintah dan belum dapat dilunasi pada saat 

jatuh tempo, Kreditur dapat meminta Pernyataan tertulis dari Kepala Daerah 

sebagai Debitur untuk wajib mengganggarkan pengembalian pinjaman 

daerah setiap tahunnya pada mata anggaran Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD) sampai dengan kredit lunas. Pembayaran kredit Pinjaman 

Daerah wajib dianggarkan dan dilaksanakan baik oleh Kepala Daerah yang 

sudah terpilih maupun oleh Kepala Daerah yang baru.  

Ketentuan yang berlaku dalam Pinjaman Daerah merupakan 

landasan hukum yang sama dalam pemberian kredit sindikasi pinjaman 

daerah. 

E. Metode Penelitian 

Metode Penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang 

membicarakan/mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian 

(yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan menganalisis 

sampai menyusun laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara 

ilmiah.24 

1. Jenis Penelitian  

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. 

Metode pendekatan Approach biasanya pendekatan yang sering digunakan 

 
24Cholid Narbuko, H. Abu Achmadi, Metodolagi Penelitian, Jakarta, Bumi Aksara: 2004, 

hlm.2   
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dalam penelitian hukum normatif sebagaimana dikemukakan oleh Jhonny 

Ibrahim terdapat 7 (tujuh) pendekatan, yaitu:25 

a. Pendekatan perundang-undang (statute approach)  

b. Pendekatan konseptual (conceptual approach)  

c. Pendekatan analitis (analytical approach)  

d. Pendekatan perbandingan (comparative approach) 

e. Pendekatan historis (historical approach) 

f. Pendekatan filsafat (philosophical approach)  

g. Pendekatan kasus (case approach) 

Di dalam buku Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, 

karangan Johny Ibrahim, mengatakan bahwa “penelitian hukum normatif 

adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan 

logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan dalam 

penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara 

kerja ilmu hukum normatif”. 26 Kemudian pendapat ini didukung oleh Peter 

Mahmud Marzuki yang menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah suatu 

proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun 

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang akan dihadapi. Hal 

ini sesuai dengan karakter preskiptif ilmu hukum.  

 
25  Johny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia, 

2006), hlm. 47. 
26Johny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia: 2006, 

hlm.47. 
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Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang 

bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta 

disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk 

menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskipsi dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. 27  Lebih lanjut Bambang Waluyo, 

dalam bukunya Penelitian Hukum dalam Praktek, mengatakan bahwa 

“penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisanya”. 

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum 

normatif preskriptif, yang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah penelitian 

hukum yang bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, 

validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.28 

Penelitian tesis menurut Peter Mahmud Marzuki dilakukan untuk 

menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapi.29Argumentasi disini dilakukan untuk 

memberikan preskriptif mengenai benar atau tidaknya menurut hukum 

terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.  

 
27Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Prenada Media: 2005, hlm.35. 
28Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum”, Jakarta, Kencana: 2010, hlm.22. 

 29Ibid  
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Penelitian dalam tesis ini dimaksudkan untuk melakukan pengkajian 

mengenai kaidah-kaidah, konsep hukum, doktrin dan norma yang berkaitan 

dengan pelaksanaan dalam kegiatan perkreditan sindikasi. 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 

Pendekatan Konseptual untuk memahami konsep yang berkaitan 

dengan asas-asas pemenuhan dan aplikasi peraturan-peraturan yang 

berkaitan dengan pemberian kredit sindikasi guna tercapainya kepastian dan 

perlindungan hukum bagi para pihak terkait. 

b. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk mendapatkan 

pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan Kredit Sindikasi. 

3. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari 

hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan ini dikumpulkan 

bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. 

Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum 

tidaklah mengenal adanya data, walaupun data itu diistilahkan sebagai data 
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sekunder30. Lebih lanjut Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa untuk 

memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber 

hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer 

dan bahan-bahan hukum sekunder31. Bahan hukum primer merupakan bahan 

hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan 

hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah 

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Kemudian, yang 

dimaksud bahan-bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum 

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan 

komentar-komentar atas putusan pengadilan.32 

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat meliputi peraturan perundang-undangan dan 

peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pokok masalah 

pembahasan tesis ini, yang terdiri atas: 

1) Norma atau kaidah dasar, yaitu Pancasila. 

 
30 Lain halnyamenurut pendapat Abdul Kadir Muhammad. Menurutnya dalam penelitian 

normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang 

lingkup yang sangat luar, sehingga meliputi surat- surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada 

dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lihat Abdul Kadir Muhamad, 2004, 

Hukum dan Peneliti Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 122 
31  Disamping sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum (primer, 

sekunder, dan tersier), peneliti juga dapat menggunakan bahan-bahan non-hu- kum, apabila 

dipandang perlu. Bahan-bahan non-hukum tersebut dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, 

Perbankan, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan, ataupun laporan penelitian non-hukum dan jurnal-

jurnal non-hukum sepanjang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Penggunaan bahan non-

hukum ini harus minimal. Jangan sampai nanti dapat menghilangkan makna sebagai peneli- tian 

hukum normatif. Periksa Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 143-144. 
32 Ibid, hlm 141 
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2) Peraturan dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

3) Perundang-Undangan, meliputi: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 

c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 tahun 2018 

tentang Pinjaman Daerah 

d) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2019 

Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 32/POJK.03/2018 Tentang Batas Maksimum Pemberian 

Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum 

e) POJK Nomor 40 /POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas 

Aset Bank Umum, 

b. Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan-

bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil 

penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. 

c. Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnyo 

adalah kamus, ensiklopedia. 33 

 
33 Ibid, hlm. 52 
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4. Teknik Pengumpulan, Pengklarifikasian dan Pengolahan Bahan 

Penelitian 

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara penelusuran, 

pengumpulan dan studi dokumen baik secara konvensioanl maupun menggunakan 

teknologi informasi (internet, informan). Selanjutnya, pengumpulan fakta 

dilakukan dengan cara pengklarifikasian terhadap informan dengan menggunakan 

teknik wawancara mendalam, yang dilakukan terhadap sejumlah informan, yaitu 

pimpinan, penyelia, analis, yuris dan bagian administrasi PT. Bank Pembangunan 

Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. 

Bahan-bahan hukum diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh 

Van Hoecke yang dikutip dari Bernard Arief Sidharta, yaitu: menstrukturkan, 

mendeskripsikan dan mensistematisasikan bahan-bahan hukum yang dilakukan 

dalam tiga tataran, yaitu: 

a. Tataran teknis, yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan 

hukum berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan 

legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode 

logika sehingga tertata dalam suatu sistem hukum yang koheren; 

b. Tataran teleologis, yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan 

substansi hukum, dengan cara memikirkan menata ulang dan menafsirkan 

material yuridis dalam perpektif teleologis sehingga sistemnya menjadi 

lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai 

patokan sistematisasi; 
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c. Tataran sistematisasi eksternal, yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka 

mengintegrasikannya ke dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, 

sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada dan pembentukan 

pengertian baru, dengan menerapkan metode interdisipliner atau 

transdisipliner, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu 

manusia lainnya, dengan pendekatan antisipatif ke masa depan 

(futurologi).34 

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian 

Pengolahan bahan-bahan hukum, diolah dengan melakukan 

inventarisasi dan sistemisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada 

relevansinya dengan pengaturan hukum kredit sindikasi sebagai alternatif 

pemenuhan batas maksimum pemberian kredit. Setelah memperoleh bahan-

bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan 

bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistemisasi 

terhadap bahan-bahan hukum tertulis. 

6. Teknik Analisis Penelitian 

Dalam metode analisis data yang akan digunakan, penulis menggunakan 

metode analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

yang diperoleh dan kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada atau teori-

 
34Bernard Arief Sidharta. Op. Cit. hlm. 39 
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teori dan juga memperhatikan penerapannya yang sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.35 

7. Teknik Pengambilan Kesimpulan 

Pengambilan kesimpulan dilakukan menggunakan metode berpikir 

deduktif. Penulisan tesis ini menggunakan penalaran deduktif, yaitu cara 

penalaran berdasarkan pangkal pikir yang bersifat umum, kemudian diturunkan 

kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga menjadi dasar untuk mengambil 

kesimpulan dan saran-saran perbaikan terkait dengan pelaksanaan kredit 

sindikasi dalam kegiatan perkreditan. 

 

 

 

 

 

 

 
35 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta :Sinar Grafika. 2009, hlm, 225. 
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